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Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab 
pertanyaan bagaimana praktik ‚jual beli‛ sepetak tanah pemakaman umum 
(TPU) beserta kepemilikan dari sepetak tanah pemakaman dan bagaimana 
analisis hukum islam terhadap jual beli dan kepemilikan sepetak tanah 
pemakaman umum (TPU) di Sinduadi, Sleman Yogyakarta.  
 Hasil pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian 
data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptip analisis yaitu 
menjelaskan dari data-data yang sudah terkumpul. Data yang digunakan pola 
pikir induktif ialah berpangkal dari pengumpulan data yang bersifat khusus 
kemudian di analisis dan disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dari hasil 
penelitian. Data yang akan di peroleh dari mekanisme atau praktik "jual beli" 
sepetak tanah pemakaman umum di Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. 
 Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik 
‚jual beli‛ yang terjadi di TPU Sinduadi ini sebenarnya bukan murni dari jual beli 
seperti penjual dan pembeli yang menjualkan sebuah tanah yang kemudian dibeli 
oleh pembeli, Tetapi praktik ‚jual beli‛ yang dimaksudkan adalah adanya sebuah 
aturan persyaratan bagi warga Sinduadi yang nantinya ingin di makamkan di 
TPU Sinduadi terdapat sebuah aturan. Dimana salah satu aturanya adalah harus 
warga asli Sinduadi yang dimakamkan di TPU Sinduadi, jika ada yang bukan 
warga asli maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000.000 hingga Rp. 
50.000.000. Biaya yang dibebankan sangat besar itu bermula karena lahan di area 
pemakaman TPU Sinduadi sudah minim lahan dan tidak ada perluasan dari area 
tersebut. Dari biaya yang sudah dibebankan itu masyarakat beranggapan 
bahwasanya seperti membeli sepetak tanah dengan harga yang mahal. Dan dari 
biaya yang dibebankan sangat besar itu tidak ada perbedaan perawatan atau 
fasilitas dan lahan yang diberikan, semua tetap sama seperti pemakaman lainya. 
Untuk kepemilikan dari sepetak tanah jika dibebankan biaya mahal tidak 
diberikan hak kepemilikan untuk ahli waris, dengan maksud bisa di tumpuk 
dengan jenazah lain jika sudah lama waktu penguburan.  
 Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pengurus pemakaman di 
TPU Sinduadi agar ketika membuat aturan jangan terlalu yang memberatkan 
kepada pihak ahli waris nantinya dan harus ada sosialisasi yang jelas terkait 
aturan persyaratan dan dampak untuk warga kedepanya bagaimana. Dan untuk 
warga Sinduadi agar lebih memahami aturan dan praktik jual beli dan lainya 
untuk mengantisipasi hal  yang tidak diinginkan.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya, baik antara 
hubungan manusia dengan manusia atau hubungan antara manusia dengan 
Tuhannya. Pembahasan tersebut dalam agama Islam sendiri tidak terlepas 
dari Alquran dan Hadis sebagai pedoman utama dalam setiap tuntutannya. 




 Secara bahasa muamalah berasal dari kata ’amala yu’a>milu yang 
artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan 
menurut istilah, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang 
memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.
2
 Pengertian fikih muamalah 
dalam arti luas yang di kemukakan oleh para ulama sendiri adalah: 
1. Menurut ad Dimiyati, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Syafei:3  
‚Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan 
keberhasilan masalah ukhrawi.‛ 
2. Menurut Muhammad Yusuf Musa, sebagaimana dikutip oleh Rahmat 
Syafei: 
                                                          
1
 Abdul Majid, Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dalam Islam (IAIN Sunan Gunung Drajat, 
Bandung) 
2
 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 14. 
3
 Ibid. 


































‚Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup 
bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.‛ 
Dari pengertian dalam arti luas di atas, dapat diketahui bahwa 
muamalah adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia 
dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Manusia 
kapan dan dimana harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan 
Allah SWT, Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala 
aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabanya.  
Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) 
didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut: 
1. Menurut Hudlari Byk 
‚Muamalah adalah semua aka yang membolehkan manusia saling 
menukar manfaatnya.‛ 
2. Menurut Idris Ahmad 
‚Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan 
manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat 
keperluan jasmaninya dengan cara yang baik‛. 
3. Menurut Rasyid Ridha 
‚Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang 
bermanfaat dengan cara cara yang telah ditentukan‛. 
Dari pandangan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 
muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati 


































yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya denggan 
cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.  
Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan pengertian 
luas adalah dalam cakupanya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah 
waris, maka dalam pengertian sempit tidak termasuk dalamnya. Persamaan 
pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas 
adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam 
kaitan pemutaran harta.  
Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat 
kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, 
wasiat, hibah, dan lain sebagainya.  Aturan agama yang mengatur hubungan 
antara manusia dan lingkunganya dapat kita temukan antara lain hukum 
Islam tentang makanan, minuman, mata pencarian, dan cara memperoleh 
rizki dengan cara yang dihalalkan atau diharamkan.  
Dari pengertian Muamalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka 
jelaslah bahwa Muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sebab 
dapat mengenai segala aspek kehidupan manusia. Misalnya bidang Agama, 
Politik, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Sosial, Budaya, dan lain sebagainya. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah tersebut dalam surat an-Nahl ayat 89 : 
ََمْو َيَوََُثَعْ ب َنََِفَ َلُكٍََةَُّمأَاًديِهَشََْمِهْيَلَعََْنِمََْمِهِسُف َْنأَََواَن ْ ئِجَََكِبَاًديِهَشَىَلَعََِءلاُؤَىَاَنْلَّز َنَوَ
ََكْيَلَعَََباَتِكْلاًَاناَي ْ ِبتَ َلُكِلٍََءْيَشَىًدُىَوًََةَْحَْرَوَىَرْشُبَوَََيِمِلْسُمِْللَ(٩٨) 
‚Yang artinya: ‚(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan 
pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan 
Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 


































manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 
gembira bagi orang-orang yang berserah diri.‛(QS.An-Nahl: 89)‛4 .  
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian Fikih 
Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-
usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang yang 
dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ yang terinci. Dan juga firman Allah 
dalam Q.S al-An’am ayat 38 : 
اَمَوََْنِمٍََةَّباَدََِفََِضْرلأاَلاَوٍََِرئَاطََُيِطَيََِوْيَحاَنَِبَِلاِإٌََمَُمأََْمُكُلَاثَْمأَاَمَاَنْطَّر َفََِفََِباَتِكْلاََْنِمَ
ٍَءْيَشََُّثَََلِإََْم  ِبَِّرَََنوُرَشُْيَُ(٨٩َ) 
‚38. Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) 
seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Quran, 
kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.‛ 
Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena 
itu, Islam yang diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntutan dan 
sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala 
kebutuhan mereka. Ternyata, titik berat dari ajaran Islam sendiri diletakan 
dalam soal Muamalah. Di samping ajaranya yang pokok tentang keimanan 
dan ibadah kepada Tuhan, ajaran tentang Muamalah untuk mengatur 
perhubungan sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman 
seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya saja, tetapi soal 
                                                          
4
 Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Alquran Miracle  The refrerence,(Bandung, 
Sygma Publising, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat 89,  551.  


































muamalah, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh nabi sebagai ukuran yang 
setepat-tepatnya bagi seorang muslim.
5
 .  
Ruang lingkup pembahasan mad{iyah ialah masalah jual beli, gadai, 
jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan 
bertindak, perseroan dan perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa 
menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, 
pemberian, pembebasan, damai dan ditambah dengan beberapa masalah 




Di dalam kegiatan jual beli sendiri ada yang dilarang adapula yang 
diperbolehkan karena ada sebab tertentu. Adanya sebab dilarang karena 
bertentangan dengan Alquran dan dilarang oleh Nabi Muhammad saw lewat 
hadis-hadisnya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah saw, baik perkataan 
atau perbuatan. Sedangkan jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang 
sudah diperintahkan dalam Alquran dan dapat dipraktikan oleh Rasullulah 
saw sebagai pedoman islam.  
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga 
jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli menurut ulama 
Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, ijab adalah ungkapan membeli 
dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut 
mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) 
kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena 
                                                          
5
 Abdullah Zaky al-Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 15. 
6
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 5. 


































unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk di lihat maka 
diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan dari kedua belah pihak. 
Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan 
transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, 
atau melalui cara memberikan barang dan harga barang.
7
 
Sedangkan syarat dalam jual beli sendiri itu adalah, orang yang 
berakad harus mempunyai akal sehat, dan harus dalam keadaan sadar. Jual 
beli harus atas dasar suka sama suka, maksudnya adalah kehendak sendiri 
dan tidak adanya paksaan. Syarat dalam menjualkan barang juga harus suci, 
maksudnya barang yang akan dijual itu suci tidak barang najis seperti 
bangkai, babi, anjing dan lainya. Dan barang yang diperjual belikan 
merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang yang memilikinya.  
Dalam hal ini, yang sudah terpaparkan mengenai pengertian, rukun, 
dan syarat jual beli timbul pemikiran yang pernah penulis alami dalam 
bertransaksi jual beli sepetak tanah pemakaman umum (TPU) yang baru saja 
terjadi di Yogyakarta. Yang penulis alami adalah, ketika penulis akan 
memakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum (TPU) Sinduadi 
Sleman Yogjakarta, terdapat ketentuan bahwasanya dengan sepetak tanah 
pada umumnya yang digunakan untuk memakamkan dikenai biaya sebesar 
RP. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah). Biaya yang di bebankan sangatlah 
besar dan diluar dari rata-rata ketentuan pemakaman lainya. Dari biaya yang 
di tentukan sangat besar itu tidak adanya pemindahan kepemilikan, Namun 
                                                          
7
 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 7. 


































dari analogi dari sebuah jual beli adalah perpindahan kepemilikan antara 
orang satu dengan orang lainya.  
Sedangkan penulis sendiri juga bertempat tinggal di daerah yang tak 
jauh dari tempat pemakaman umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogjakarta. 
Untuk warga setempat sendiri tidak banyak yang mengetahui terkait biaya 
pemakaman yang sangat besar nominalnya, beberapa warga setempat juga 
terheran dengan besarnya nominal yang di keluarkan dari ketentuan tersebut.  
Tidak ada fasilitas lainya atau perawatan yang diberikan pada tempat 
pemakaman umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogjakarta. Sama persis dengan 
pemakaman lainya tidak ada yang membedakan. Hanya saja dengan nominal 
yang dikeluarkan sangatlah besar maka penulis mengangkat fenomena yang 
telah terjadi sebagai topic penelitian ilmiah terhadap praktik jual beli 
sepetak tanah pemakaman umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogjakarta.  
 
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 
bahwa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah: 
1. Praktik ‚jual beli‛ sepetak tanah pemakaman umum di Sinduadi, Sleman 
Yogjakarta 
2. Hak milik menurut hukum Islam yang berkaitan dengan pemindahan 
kepemilikan dalam prktik jual beli sepetak tanah pemakaman umum di  
Sinduadi, Sleman Yogjakarta 


































3. Respon masyarakat terkait ‚jual beli‛ sepetak tanah di tanah 
pemakaman umum  Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
4. Dari ketentuan biaya makam yang sangat besar apakah seterusnya di 
tetapkan seperti itu 
5. Hukum Islam yang berkaitan dengan ‚jual beli‛ sepetak tanah di tanah 
pemakaman umum di Sinduadi, Sleman Yogjakarta. 
Berdasarkan ruang lingkup penelitian sebagaimana diuraikan dalam 
identifikasi masalah diatas yang masih luas dan umum, maka penulis akan 
membatasi masalah dalam pembatasan tersebut, yang meliputi: 
1. Praktik ‚jual beli‛  sepetak tanah pemakaman umum (TPU) di Sinduadi, 
Sleman Yogjakarta 
2. Hak milik terhadap sepetak tanah pemakaman Umum di Sinduadi, 
Sleman Yogakarta 
3. Analisis hukum Islam terhadap jual beli sepetak tanah pemakaman 
umum (TPU) di Sinduadi, Sleman Yogjakarta. 
 
C. Rumusan Masalah 
Agar lebih terarah dan lebih operasional batasan ini, maka perlu 
adanya rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah praktik ‚jual beli‛ sepetak tanah pemakaman umum 
(TPU) di Sinduadi, Sleman Yogjakarta? 


































2. Bagaimana status kepemilikan atau hak milik terhadap sepetak tanah 
pemakaman umum (TPU) di Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli sepetak tanah 
pemakaman di Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah skripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
8
 
Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian sebelumnya 
yang membahas tentang makam di skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 
dalam penelitian sebelumnya ditemukan beberapa masalah yang berkaitan 
dengan judul yang akan saya bahas. Judul-Judul tersebut yaitu:  
1. Penelitian yang berjudul ‚Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman di TPU 
Islam Karang Tembok Surabaya‛ hasil penelitian ini merupakan jual beli 
diatas makam di TPU Islam Karang Tembok Surabaya. Dimana yang 
terjadi disini merupakan jual beli dengan pengertian penjual yang 
berjualan di atas makam orang yang sudah meninggal. Dari ketentuan 
rukun dan syarat jual beli tidak adanya permasalahan, akan tetapi 
menjadi dilarang karena tidak mendapat izin oleh UPTD Pemakaman 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8. 


































Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Surabaya dengan ketentuan 
yang di tempati adalah area pemakaman.
9
 
2. Penelitian yang berjuul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa 
Menyewa Tanah Makam di Pemakaman Tembok Gede Surabaya‛ hasil 
penelitian ini menyimpulkan tentang sewa menyewa tanah makam di 
pemakaman tembok gede Surabaya menerangkan bahwasanya praktik 
sewa menyewa tanah makam yang dilakukan dengan akad sewa 
penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara 




3. Penelitian yang berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual 
Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang‛ hasil dari 
penelitian ini menyimpulkan tentang Sandiego Hills Memorial Garden 
dan Al Azhar Memorial Garden adalah dua taman pemakaman bukan 
umum (TPBU) yang memperjual belikan kavling tanah untuk 
pemakaman dengan ukuran dan luas sesuai tipe, yang dikelola dengan 
konsep modern dan professional. Dalam praktik jual belinya, baik 
Sandiego Hill Memorial dan Al-Azhar Memorial Garden terbagi menjadi 
dua yaitu pembelian Pre Need (membeli jauh-jauh hari sebelum 
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 Suprayitno Wahyu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli di Atas Makam di TPU Karang 
Tembok Surabaya (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),  4. 
10
 Siti Sulijati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Praktik Sewa Menyewa Tanah Makam di 
Pemakaman Tembok Gede Surabaya (skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008),  4. 






































Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul 
‚Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepetak Tanah Pemakaman 
Umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogjakarta‛. Dalam skripsi ini membahas 
mengenai praktik jual beli sepetak tanah pemakaman umum dengan nominal 
biaya yang sangat besar dan jumlah biaya yang di berikan tidak ada dengan 
ketentuan pemakaman umum lainya. Permasalahan yang ditimbulkan dari 
kasus ini adalah sepetak tanah yang di gunakan dengan ketentuan nominal 
yang sangat besar itu bagaimana dengan kepemilikanya apakah seterusnya 
akan di gunakan untuk penerus keluarga yang nantinya akan meninggal 
ataukah di timbun dengan orang lain. Maka dari itu, skripsi yang saya buat 
ini terjamin keaslianya dan dapat dipertanggung jawabkan.  
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai 
oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepetak tanah pemakaman umum 
(TPU) Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
2. Untuk mengetahui dengan jelas kepemilikan atau status hak milik 
terhadap sepetak tanah pemakaman umum (TPU) Sinduadi, Sleman 
Yogjakarta 
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 Sulaiman Affandy, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman 
Modern di Kabupaten Karawang (skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2015). 


































3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli 
sepetak tanah pemakaman umum (TPU) di Sinduadi, Sleman 
Yogjakarta.  
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai 
guna baik secara teoritis atau secara nilai praktis: 
1. Dari segi teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 
ilmu syariah, khususnya prodi muamalah atau hukum ekonomi 
syariah menjadi tambahan wawasan keilmuwan dan keagamaan 
dalam masalah yang berkaitan dengan hak milik dan praktik jual 
beli dalam dalam Islam.  
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran 
terhadap khazanah literatur pada progam studi Muamalah di UIN 
Sunan Ampel dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki 
kesamaan obyek penelitian namun dengan pemikiran yang berbeda.  
2. Dari segi praktis 
Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dengan apa yang 
telah tertulis atas dapat dijadikan satu acuan atau pedoman bagi hal baik 
yang telah di paparkan untuk di kehidupan. 


































G. Definisi Operasional 
Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang 
bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian sehingga bisa 
dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut 
melalui penelitian.
12
 Maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai 
berikut: 
1. Hukum islam : adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadis dan juga para Fuqoha
13
. 
Dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur tentang jual 
beli sepetak tanah pemakaman berdasarkan akad yang tertera pada Al-
Quran dan Hadis dan membahas kepemilikan atas sepetak tanah 
pemakaman umum (TPU) di  Sinduadi, Sleman Yogjakarta. 
2. Jual beli sepetak tanah pemakaman umum (TPU) : adalah membeli 
sepetak tanah pemakaman umum dengan ukuran dan luas seperti 
pemakaman umum lainya disertai  biaya yang ditentukan.  
3. Kepemilikan atau al milk  yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. 
Atau bisa diartikan adalah kekhususan seseorang terhadap atas benda 
atau harta.  
4. ‘urf ialah sesuatu yang telah ikenal oleh masyarakat dan merupakan 
kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. 
Sebagian ulama ushul fiqih, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan.  
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 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Edisi Revisi, 
Cetakan V, 2014), 9. 
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 Muhammad ‘Ali At-Tahanawi kitab Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun. 


































5. Tanah Pemakaman Umum Sinduadi Sleman Yogjakarta : adalah tempat 
pemakaman umum milik warga Sinduadi, Sleman Yogyakarta yang 
dikhususkan untuk tempat memakamkan warga setempat yang lokasinya 
berada pada Sinduadi, Sleman kota Yogyakarta.  
Sehingga yang dimaksud dengan Analisis Hukum Islam Terhadap 
Jual Beli Sepetak Tanah Pemakaman Umum di Sinduadi, Sleman 
Yogyakarta adalah suatu akad jual beli yang dilakukan oleh pengurus makam 
dengan pembeli atau warga setempat.  
 
H. Metode Penelitian 
1. Data Yang Dikumpulkan 
Penelitian tentang ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli 
Sepetak Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sindudai, Sleman 
Yogjakarta‛ merupakan penelitian yang bersifat ‚field research‛ 
(penelitian lapangan), yaitu data yang di peroleh langsung dari 
masyarakat melalui documenter dan wawancara
14
. 
Adapun data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data tentang praktik yang terjadi yaitu jual beli sepetak tanah 
pemakaman umum (TPU) di Sinduadi, Sleman Yogjakarta.  
b. Data mengenai konsep status kepemilikan sepetak tanah 
pemakaman umum di TPU Sinduadi Sleman Yogyakarta.  
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 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),  91. 


































2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 
a. Sumber Primer 
Sumber Primer adalah sumber data yang diterima langsung 
dari objek yang akan diteliti (responden) seperti sumber dari 
pengurus makam dan pembeli sepetak tanah tersebut dengan tujuan 
untuk mempoleh data yang kongkrit. Untuk itu di dalam sumber 
primer ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan 
pihak pemakaman yang mengelola makam dan pihak yang membeli 
sepetak tanah makam di TPU Sinduadi Sleman Yogjakarta, Antara 
lain: 
1) Bapak H. Sugeng selaku kepala atau ketua pemakaman di TPU 
Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
2) Bapak Muridi selaku bendahara di pengurusan pemakaman TPU 
Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
3) Ibu Hj. Sri Winarni selaku pembeli sepetak tanah pemakaman 
umum (TPU) Sinduadi, Sleman Yogjakarta 
4) Bapak Kris dan bapak Min Gondrong 
5) Dan warga setempat 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder  adalah sumber data yang tidak diperoleh 
langsung oleh peneliti, data yang diperoleh sendiri dari sumber 


































sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi 
atau data tersebut.
15
 Data tersebut meliputi: 
1) Alquran dan Al-Hadis 
2) Rachmat Syafe’i Fiqih Muamalah 
3) Abdullah Zaky al-Kaaf, Eknomi dalam Prespektifnya 
4) Abdul Majid, Pokok-Pokok Fiqih Muamalah 
5) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah 
6) Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah Islam 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan yang diarahkan 
pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, 
dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik
16
. Dari 
wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh persepsi, sikap 
dan pola pikir yang diwawancarai secara relevan. Penulis secara 
langsung mengadakan wawancara dengan pihak pengurus 
pemakaman, dan pihak yang membeli sepetak tanah pemakaman 
umum serta pandangan warga setempat.  
b. Dokumenter adalah bahan tertulis atau film, lain dari record yang 
tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang 
penyelidik
17
. Dokumenter ini digunakan untuk mengetahui data jual 
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 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91. 
16
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju), 187. 
17
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 161. 


































beli tanah pemakaman umum (TPU) dan peraturan-peraturan di 
Sinduadi, Sleman Yogjakarta.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan 
bahan pustaka akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:  
a. Editting adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 
dikumpulkan
18
, peneliti  melakukan pengolahan data (data 
processing). Teknik ini diambil untuk meneliti kembali data yang 
diperoleh. 
b. Organizing  adalah suatu langkah untuk menetapkan, 
menggolongkan dan menyusun data sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini.  
c. Coding pada dasarnya adalah suatu proses analisis data, yaitu 
dirinci, dikonseptualisasikan dan diletakan kembali bersama-sama 
dalam cara baru
19
. Penulis berusaha untuk memaksimalkan untuk 
mengkategorikan data dan memeriksa data yang dibutuhkan 
sehingga data tersebut relevan. 
5. Teknik Analisis Data 
Setelah proses data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 
analisis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan 
menggunakan: 
a. Deskriptif Analisis 
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 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 84. 
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Deskriptif analisis yaitu suatu pola pikir yang 
menggambarkan keadaan suatu tempat, menggambarkan kegiatan, 
sikap dan pandangan yang sedang berlangsung serta pengaruh dari 
suatu fenomena
20
. Penulis akan mengkaji pihak perangkat desa serta 
warga setempat yang menjadi objek penelitian.  
b. Pola Pikir Induktif 
Metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-
data yang bersifat khusus kemudian di analisis dan disimpulkan 
pada keadaan yang lebih umum dari hasil penelitian. Dan data-data 
tersebut akan diperoleh dari mekanisme atau praktik jual beli 
sepetak tanah pemakaman umum di Sinduadi, Sleman Yogyakarta.  
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, 
penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang 
lainya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang 
sistematika pembahasan dalam skripsi ini.  
Bab kesatu adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 
masalah yang akan dikaji secara dan di teliti, kemudian dilanjutkan dengan 
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 
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 Masruhan, Metodologi Penelitian..., 48-49. 


































tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua adalah landasan teori yang membahas dan menguraikan 
teori-teori yang berkaitan dengan, konsep hak milik dalam islam, praktik jual 
beli dalam islam yang dalam hal ini mencakup mengenai pengertian jual beli, 
landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.  
Bab ketiga adalah hasil dari penelitian yang berisi tentang deskripsi 
data secara jelas tentang keadaan umum TPU Sinduadi, Sleman Yogjakarta, 
Praktik jual beli Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sinduadi, Sleman 
Yogjakarta dan kepemilikan dari Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sinduadi, 
Sleman Yogjakarta.  
Bab keempat adalah analisis data yang berisi tentang analisis hak 
milik atau status kepemilikan terhadap jual beli tanah pemakaman umum di 
Sinduadi, Sleman Yogjakarta dan analisis hukum Islam terhadap jual beli 
tanah pemakaman umum di Sinduadi, Sleman Yogjakarta yang ditinjau oleh 
hukum Islam.  
Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari 
penelitian yang telah di lakukan. Selain itu akan dijelaskan tentang saran-
saran yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan merupakan 
inti sari dari penelitian tentang praktik jual beli tanah pemakaman umum 
(TPU) di Sinduadi, Sleman Yogjakarta. Sedangkan hasil dari saran 
merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian.  
  



































‚JUAL BELI‛, ‘URF DAN KEPEMILIKAN 
 
A. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli 
Secara bahasa, jual beli adalah proses tukar menukar sesuatu 
dengan sesuatu, sedangkan menurut syara’ artinya menukar harta 
dengan harta menurut cara-cara tertentu atau yang biasa disebut dengan 
‘aqad.1 Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam 
bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ba’i. Secara terminology jual beli 
adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap 
sesuatu barang dengan harga yang telah di sepakatinya. Menurut syari’at 
Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau 
memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.  
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba’i, al-
Tijarah dan al-Mubadalah sebagaimana Allah Swt berfirman:  
َ َ  َ  َ َ َ  َ َ َ     َ َ  َ
 َ ََ ََََ 
 ‚sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi‛. 
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 Moh. Rifa’I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (PT Karya Toha Putra Semarang, 2000),  50. 


































Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar 
barang dengan barang arau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari 
yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
2
 Disebutkan juga 
bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 
yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang 
satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati.  
Adapun pengertian jual beli menurut  Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan 
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
3
 Adapun 
pengertian jual beli menurut fikih adalah: 
a. An-Nawawi mendefinisikan: 
‚Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan‛.4 
b. Sayid Sabiq mendefinisikan: 
‚Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka‛.5 
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 Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),  67. 
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 Subekti dan Tjitrosubdijo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya 
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Sedangkan jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, 
yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 
Jual beli dalam arti umum sendiri ialah suatu perikatan tukar menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri 
adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah 
satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan 
oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda 
yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek 
penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.  
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu 
yng bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 
tarik, penukaranya bukan emas dan bukan juga perak, bendanya dapat 
direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang 
baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang 
sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu
6
.  
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 
ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lainya menerimanya sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.  
Dengan demikian, jual beli merupakan pertukaran harta antara 
dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti 
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yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan 
alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti 
yang dapat dibenarkan disini berati milik atau harta tersebut 
dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui 
kebenaranya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainya.  
2. Landasan Hukum Jual Beli 
Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zilalil Qur’an mengemukakan 
bahwa Allah SWT mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba, 
karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan 
alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan 
perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
Sedangkan perbuatan riba pada dasaranya merusak kehidupan manusia. 
Islam sendiri sudah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa 




Jual beli berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan Sunnah perkataan, 
serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, diantaranya 
pada Qur’an Surah al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT: 
ََكِلَذَ  سَمْلاَ َنِمَ ُنَاطْيَّشلاَ ُُوطَّبَخَت َيَيِذَّلاَ ُموُق َيَ اَمََك لاِإَ َنوُموُق َيَ لاَ َاب رلاَ َنوُلُكَْأيَ َنيِذَّلا
ََوَ َاب رلاَ ُلْثِمَ ُعْي َبْلاَ َا َّنَِّإَ اوُلَاقَ ْمُهَّ َنِأبَِو بَرَ ْنِمَ ٌةَظِعْوَمَ ُهَءاَجَ ْنَمَفَ َاب رلاَ َمَّرَحَوَ َعْي َبْلاَ ُوَّللاَ َّلَحَأ
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 Sayyid Quthub, Tafsir fi Dzhilalil Qur’an Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 383. 


































ََنوُدِلاَخَ اَهيِفَ ْمُىَ ِراَّنلاَُباَحْصَأََكَِئلوَُأفَ َداَعَ ْنَمَوَ ِوَّللاَ َلِإَ ُُهرَْمأَوََفَلَسَ اَمَ ُوَل َفَىَه َت ْنَاف
(٥٧٢)َ
‚orang-orang yang Makan (mengambil) riba 8  tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila.
9
 Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 
apa yang telah diambilnya dahulu
10
 (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil 
riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya‛.11 
Pada surah an-Nisa’ ayat 29 firman Allah SWT: 
َايَاَهُّ َيأَََنيِذَّلاَاوُنَمآَلاَاوُلُكَْأتََْمُكَلاَوَْمأََْمُكَن ْ ي َبََِلِطاَبْلِابَلاِإََْنَأَََنوُكَتًَََةراَِتََِْنَعٍََضَار َتََْمُكْنِمَ
لاَوَاوُل ُتْق َتََْمُكَسُف َْنأَََّنِإَََوَّللاَََناَكََْمُكِبَاًميِحَرَ(٥٨ََ)َ
 ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu‛. 
Pada Qur’an Surah al-Baqarah ayat 282 firman Allah Swt: 
َايَاَهُّ َيأَََنيِذَّلاَاوُنَمآَاَذِإََْمُتْن َياَدَتٍََنْيَدِبَََلِإٍََلَجَأَىِّمَسُمََُهوُبُتْكَافََْبُتْكَيْلَوََْمُكَن ْ ي َبٌََبِتاَكَ
َِلْدَعْلِابَلاَوَََبَْأيٌََبِتاَكََْنَأَََبُتْكَيَاَمَكََُوَمَّلَعََُوَّللاََْبُتْكَيْل َفََِلِلْمُيْلَوَيِذَّلاََِوْيَلَعََُّقَْلْاََِقَّتَيْلَوَ
ََوَّللاََُوَّبَرَلاَوََْسَخْب َيََُوْنِمَاًئْيَشََْنَِإفَََناَكَيِذَّلاََِوْيَلَعََُّقَْلْاَاًهيِفَسَََْوأَاًفيِعَضَََْوأَلاََُعيِطَتْسَيَ
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 Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan 
oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang 
sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, 
seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud 
dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 
jahiliyah. 
9
 Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan 
syaitan. 
10
 Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 
11
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahanya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 58. 



































ٌَلُجَر َفَََرْماَوَِنَاَتأََْنَّمَََِنْوَضْر َتَََنِمََِءاَدَهُّشلاََْنَأَََّلِضَتََاُهُاَدْحِإَََر َكذُت َفََاُهُاَدْحِإَىَرْخلأاَلاَوَ
ََبَْأيََُءاَدَهُّشلاَاَذِإَاَمَاوُعُدَلاَوَاوُمَأْسَتَََْنأََُهوُبُتْكَتًَايِغَصََْوَأًَايِبَكَََلِإََِوِلَجَأََْمُكِلَذََُطَسَْقأَ
ََدْنِعََِوَّللاََُمَو َْقأَوََِةَداَهَّشِللَََنَْدأَوَلاَأَاُوبَاتْر َتَلاِإََْنَأَََنوُكَتًَََةراَِتًَََِةرِضاَحَاَه َنوُريُِدتََْمُكَن ْ ي َبَ
ََسْيَل َفََْمُكْيَلَعٌََحاَنُجَلاَأَاَىوُبُتْكَتَاوُدِهْشَأَوَاَذِإََْمُتْع َياَب َتَلاَوَََّراَضُيٌََبِتاَكَلاَوٌََديِهَشََْنِإَوَ
اوُلَعْف َتََُوَّنَِإفٌََقوُسُفََْمُكِبَاوُقَّ تاَوَََوَّللاََُمُكُم لَع ُيَوََُوَّللاََُوَّللاَوَ َلُكِبٍََءْيَشٌََميِلَعَ(٥٩٥َََ)َ
‚Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak 
ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
Sedangkan di dalam penjelasan hadist Bukhari Muslim 
dijelaskan bahwa: 


































ََ ت َي ََْلَاَمَِراَِيلخِابَِناَع ْ ي َبْلاََمَّلَسَوَِوْيَلَعَللهاَُلْوُسَرََلَاقَُوْنَعَُللهاََيِضَارٍَمَازِحَِنْبَِمْيِكَحَْنَعََاقَّرَف
ََوََقَدَصَْنَِافَ َاقَّرَف َت َيَّتّتَحََلَاقََْوأَُةََكر َبَْتَقُِمََُابَذََكوَاَمَتََك ْنِأَوَاَمِهِعْي َبَ ِْفَاَُمَلَََِكرْو ُبَاَن  ي َب
ََمِهِعْي َبا 
‚Ada hadits yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam, dia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. Dua orang yang berjual beli mempunyai hak 
pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya 
saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka 
keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli 
itu dihapuskan‛.12  
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Dalam pelaksanaan rukun dan syarat jual beli diuraikan di bawah 
ini: 
a. Rukun Jual Beli 
Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab dan qabul), orang-
orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan Ma'qud ‘alaih (objek 
akad). 
Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli 
belum dikatakan sah jika belum melakukan ijab dan qabul, sebab 
ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya 
ijab dan qabul dilakukan dengan cara lisan, tetapi kalau tidak 
mungkin misalnya bisu atau yang lainya, boleh ijab dan qabul 
dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.  
Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu 
yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan 
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qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama 
Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan 
qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta’akhirin 
Syafi’iyah berpendirian bahwa jual beli barang-barang kecil dengan 
tidak ijab qabul dan kabul seperti membeli sebungkus rokok, tidak 
apa-apa.  
Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus 
dipenuhi seperti dibawah ini : 
1) Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau 
mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. 
2) Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti 
bukan orang yang kurang sehat akalnya, atau bukan anak kecil 
yang tidak mempunyai izin untuk membeli.  
3) Barang yang dijual, harus merupakan yang hal diperbolehkan 
dijual, bersih, bisa di serahkan kepada pembeli, dan bisa 
diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya saja.  
4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) 
dengan perkataan, misalnya pembeli berkata ‚aku jual barang 
ini kepadamu‛. Atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya 
pembeli berkata ‚aku menjual pakian ini kepadamu‛ , kemudian 
penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. 
5) Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi, 
jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua 


































pihak. Karena Rasullullah saw bersabda ‚sesungguhnya jual beli 
itu dengan kerelaan‛13.  
b. Syarat Jual Beli 
Sehari-hari manusia rutin melakukan jual beli untuk 
mendapatkan kebutuhanya. Namun, agar transaksinya menjadi sah 
sesuai syariat agama, ada syarat di dalam jual beli tersebut. 
Meskipun bukan merupakan unsur pokok, yang tanpanya tidak 
terjadi transaksi jual beli Sebab, adanya ketentuan syarat dalam 
transaksi jual beli merupakan cara untuk menjaga agar terwujudnya 
hikmah transaksi jual beli, yaitu terpenuhi kebutuhan para pihak 
dengan cara baik dan tanpa ada saling menzalimi atau merasa 
dirugikan.  
Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh 
karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual 
beli itu sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli 
rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya 
itu terbuat dari besi dan sebagainya.  
Persyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga 
diperbolehkan, misalnya penjual hewan mensyaratkan ia menaiki 
hewan yang dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah 
mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama 
sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya 
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 Ismail Nawafi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer, (Jakarta: Pustaka Persindo, 2002), 77. 


































tersebut dan contoh lainya. Karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan 
kepada Rasulullah saw, bisa menaiki untanya terlebih dahulu, 
padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau
14
.  
Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai 
dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas adalah sebagai 
berikut:  
1) Syarat orang yang berakad 
Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan jual 
beli harus memenuhi syarat:
15
 
a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan seorang 
anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak 
kecil yang sudah mumayy{iz (menjelang baligh), apabila 
akad yang dilakukanya membawa keuntungan baginya 
seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya 
sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya akad itu 
membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan 
harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan 
tidak didbenarkan menurut hukum. Jumhur Ulama 
berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli 
itu harus telah akal baligh dan berakal. Apabila orang yang 
                                                          
14
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo 
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berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak 
sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.  
b) Orang yang berakad itu adalah orang yang berbeda. 
Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai 
pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.  
2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul 
Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama 
dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini 
dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus 
diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang bersifat 
mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli atau sewa 
menyewa. 




a) Orang yang mengucapkan akad telah akal balight dan 
berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab 
Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam 
menentukan syarat-syarat yang di tentukan di atas.  
b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: ‚saya jual baju ini 
dengan harga sepuluh ribu‛, lalu pembeli menjawab ‚saya 
beli dengan seharga sepuluh ribu‛. 
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c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya 
kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan 
membicarakan masalah yang sama.  
d) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja 
setelah penjual melakukan ijab dan sebaliknya  
e) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul 
Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab 
Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh 
saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak 
pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.  
Ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali 
berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu 
lama, karena dapat menimbulkan bahwa objek pembicaraan jual 
beli telah berubah.  
Syarat-syarat dari benda yang menjadi objek akad ialah 
sebagai berikut: 
a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah 
penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang 
lainya. 
b) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli 
benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut 
syara’, seperti menjual babi, cicak dan lainya.  


































c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan 
kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi maka kujual 
motor ini.  
d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor 
ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut 
tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab 
pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali 
ketentuan syara’. 
e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah 
sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat 
ditangkap lagi.  
f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain 
dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang 
baru akan menjadi miliknya. 
g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus 
dapat diketahui banyaknya, beratnya, takaranya, atau 
ukuran-ukuran yang lainya, maka tiaklah sah jual beli yang 
menimbulkn keraguan salah satu pihak
17
. 
3) Syarat tidak disahkanya jual beli 
a) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya 
pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu 
                                                          
17
 Prof Dr. H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta, Rajawali Press, 2011), 73. 


































bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah saw 
bersabda: ‚dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal‛ 
b) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu 
sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada 
pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau 
pembeli tidak boleh menjualnya kepada zaid atau tidak 
boleh menghadiahkan kepada Amr, karena Rasulullah saw 
bersabda: ‚tidak halal menjual apa yang tidak ada 
disisimu‛. 
c) Syarat batil yang bisa memisahkan jual beli dan 
membatalkanya, misalnya penjual budak mensyaratkan 
bahwa perwalian (wala’) budak yang akan dijual akan 
menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual 
belinya sah. Rasulullah saw bersabda: ‚barangsiapa 
mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah 
maka batil, kendati seratus persyaratan‛.  
4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli  
a. Manfaat jual beli antara lain:18 
1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan eknomi masyarakat 
yang menghargai hak orang lain.  
2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhanya atas dasar 
suka sama dan kerelaan 
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 Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: CV 
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3) Masing-masing pihal merasa puas. Penjual melepas barang 
daganganya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan 
pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan 
dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu 
mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam 
mencapai kebutuhan hidup sehari-hari. 
4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang 
haram (batil) 
5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt 
6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.  
Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan 
sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan 
ketentraman jiwa dapat pula tercapai. 
b. Hikmah Jual beli, antara lain:19 
Allah swt menysyariatkan jual beli sebagai pemberian 
keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua 
manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, 
pangan, dan papan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama masih 
hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, 
karena itu manusia di tuntut berhubungan satu sama lain. Dalam 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 87. 


































hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada 
saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki 
untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang 
lain sesuai dengan kebutuhanya masing-masing.  
Jadi yang dimaksudkan jual beli dalam permasalahan penulis 
ini ialah, dimana ada suatu ketentuan persyaratan di TPU Sinduadi 
yang mengatur tentang syarat bagi jenazah yang akan dimakamkan 
di TPU Sinduadi. Bahwasanya dengan segala kriteria atau aturan 
yang boleh dimakamkan di TPU Sinduadi ini ialah bagi warga atau 
masyarakat yang berdomisili asili di Sinduadi, jika tidak berasal 
domisili Sinduadi akan dikenakan biaya yang sudah ditentukan oleh 
pengurus makam Sinduadi yaitu sebesar Rp. 20.000.000 sampai 
dengan Rp. 50.000.000 tergantung aturan yang mengatur. Menurut 
hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yang memakamkan 
salah satu keluarganya di TPU Sinduadi dengan tidak berdomisili 
Sinduadi biaya sebesar Rp. 50.000.000 harus dibayarkan langsung 
selambatnya satu minggu setelah pemakaman berlangsung dan 
dibayar dimuka kepada pihak pengurus makam. Pihak terkait juga 
mendapatkan bukti pembayaran dari pengurus bendahara 






































B. Pengertian ‘Urf 
1. Pengertian ‘Urf 
‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 
merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqih, ‘urf  disebut adat (adat 
kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan 
antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan). Menurut ahli fikih, ‘urf ialah 
sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka 
menjadikanya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun 




Dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna sesuatu yang 
menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk 
setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata 
yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam 
pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak 
memahaminya dalam pengertian lain
21
. 
Sebagian Ushuliyyin, seperti Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam 
Syarh Kitab Al-Manar ‘Urf sama dengan adat istiadat tidak ada 
perbedaan antara keduanya, namun sebagian Ushuliyyin membedakan 
antara adat istiadat dengan ‘urf  dalam kedudukanya sebagai suatu dalil 
                                                          
20
 Zarkasji Abdul Salam, Pengantar Ilmu Ushul Fiqih (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 
2000) , 118. 
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 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). 


































untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai sesuatu 
yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. 
Sedangkan ‘Urf  adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam 
perkataan ataupun perbuatan. 
Dalam istilah fuqaha ‘urf ialah kebiasaan. Dari pengerian ini kita 
mengetahui bahwa ‘urf dalam suatu perkara tidak bisa terwujud kecuali 
apabila ‘urf itu mesti berlaku pada perkara tersebut. Sehingga 
masyarakat yang mempunyai ‘urf tersebut selalu memperhatikan dan 
menyesuaikan diri denganya. Jadi unsur pembentukan ‘urf iala 
pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat 
pada keadaan terus menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak 
demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.  
Sebagai contoh ialah kebiasaan masyarakat Indonesia pada 
kegiatan jual beli ialah tanpa menyebutkan dengan jelas ikan apa yang 
akan di beli,  si pembeli langsung mengatakan membeli lauk pauk 
padahal terdapat banyak lauk pauk yang di sediakan oleh penjual
22
. 
Selain itu, pada adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia berjual 
beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucap akad. 




Maka, dari pengertian yang sudah di paparkan di atas ‘urf adalah 
suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang 
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baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak 
bertentangan dengan syari’at islam. Namun, jika kebiasan tersebut 
bertentangan dengan syari’at islam, maka kebiasaan tersebut dihapus 
dengan dalil yang ada pada syara’. Macam-Macam ‘Urf. 
Para ulama ushul fiqih membagi ‘urf menjadi tiga bagian, di 
antaranya: 
a. ‘Urf ditinjau dari segi objeknya, dibagi menjaadi dua yakni24:  
1) ‘Urf bil lafdzi, yakni kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam 
mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah 
yang di pahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. 
2) ‘Urf bil ‘amali, yakni suatu kebiasaan masyarakat yang 
berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. 
Atau bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang telah 
menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi 
hukum. Seperti contohnya, yang berkaitan dengan muamalah 
keperdataan kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad aau 
transaksi dengan cara tertentu. 
b. ‘Urf ditinjau dari segi cakupanya, dibagi menjadi dua yakni25: 
1) ‘Urf al ‘am, yakni suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara 
luas pada masyarakat dan di seluruh daerah. Kebiasaan tersebut 
sudah berlaku sejak dahulu hingga sekarang. ‘Urf ini berlaku 
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 Uman, Ilmu Ushul Fiqih 1, (CV Pustaka Setia, 2000), 160. 
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untuk semua orang di semua negeri dalam suatu perkara. 
Seperti contohnya, istishna’ yaitu jual beli pesanan atau jasa 
antar.  
2) ‘Urf al Khas, yakni suatu kebiasaan yang berlaku di daerah dan 
masyarakat tertentu, yang mana di tempat lain terkadang tidak 
berlaku.  
c. ‘Urf ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, dibagi menjadi dua 
yakni: 
1) ‘Urf S {ah}ih}, yakni adalah suatu hal yang sudah dikenal oleh 
masyarakat yang pelaksanaanya tidak bertentangan dengan 
nash, tidak melupakan maslahat dan tidak menimbulkan 
mafsadah.  
2) ‘Urf Fasid, yakni suatu kebiasaan yang sudah dikenal orang 
banyak, tetapi bertentangan dengan syari’at islam atau 
keadaanya memang dapat mengundang madharat atau 
melupakan maslahat.  
‘Urf yang dimaksudkan dalam permasalahan penulis ini ialah, 
dimana terdapat suatu aturan yang telah dibuat oleh pengurus 
pemakaman berisi tentang aturan persyaratan bagi warga yang ingin 
memakamkan salah satu keluarganya yang telah meninggal. Beberapa 
aturan persyaratanya ialah, bagi warga yang tidak berdomisili Sinduadi 
tidak boleh dimakamkan di area pemakaman Sinduadi dan jika tetap 
ingin dimakamkan di pemakaman Sinduadi maka pihak keluarga akan 


































membayar biaya sebesar Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 
sesuai aturan yang telah dibuat pengurus di TPU Sinduadi.  
Aturan persyaratan yang telah dibuat harus dilaksanakan, ditaati 
dan diterapkan oleh semua warga Sinduadi. Dari aturan tersebut 
timbulah suatu adat istiadat atau ‘urf  yang mana dari suatu kebiasaan 
aturan di daerah Sinduadi terkait dengan aturan harus dijalankan 
seterusnya. Di dalam pemaparan penulis diatas terkait dengan ‘urf maka 
masuk pada bagian ‘urf al khas yakni suatu kebiasaan yang berlaku di 
daerah dan masyarakat tertentu, yang mana di tempat lain terkadang 
tidak berlaku. Aturan persyaratan ini hanyalah berlaku di sekitar 
masyakat Sinduadi dan di TPU Sinduadi.  
 
C. Kepemilikan Dalam Islam 
1. Pengertian Kepemilikan 
Secara etimologis, kata milik berasl dari bahasa Arab al-milk 
yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al Milk juga berarti sesuatu 
yang dimilikiki. Milik merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu 
yang diakui oleh syara’ yang menjadikanya mempunyai kekuasaan 
khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan (kendala) syara’ 
Secara terminologis, milik dapat di definisikan sebagai berikut: 


































a. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa: 26 kepemilikan adalah 
pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang 
memunginkanya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai 
dengan keinginanya) selama tidak ada halangan syara’. Artinya 
benda yang di khususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada 
dalam penguasaanya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan 
memanfaatkanya.  
b. Menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap 
sesuatu, yang penguasaanya dapat melakukan tindakan-tindakan 
terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dapat menikmati manfaatnya 
apabila tidak ada larangan syara.  
c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kepemilkan benda 
adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang atau badan 




2. Pembagian Hak Milik 
Kepemilikan yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis 
besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu
28
: 
a. Milk Tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaat 
sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaanya dapat 
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dikuasai. Pemilik tam bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya 
jual beli. 
b. Milk Naqis, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari 
benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau 
memiliki manfaat (kegunaan) saja tanpa memiliki zatnya. Milk 
naqis, yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut 
milk raqabah sedangkan milik naqis yang berupa penguasaan 
terhadap kegunaanya saja disebut milk manfaat atas hak guna pakai, 
dengan cara i’arah, wakaf dan washiyah.  




a. Milk al-‘ain, disebut juga milk raqabah, yaitu memiliki semua benda 
baik benda tetap (ghairu manqul) maupun benda-benda yang dapat 
dipindahkan (manqul), seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, 
mobil, dan motor. 
b. Milk al manfaah, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya 
saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, waqaf dan 
lainya. 
c. Milk al-dayn, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya 
sejumlah uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda 
yang dirusakkan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.  
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Dilihat dari segi sharah (cara berpautan milik dengan yang 
dimiliki) maka milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Milk al-mumtayyiz, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain, 
yang memiliki batasan-batasan, yang dapat memisahkan dari yang 
lain. Misalnya antara sebuah mobl dan seekor kerbau sudah jelas 
batasan-batasanya. 
b. Milk al-syar’i atau milk al-musha, yaitu milk yang berpautan 
dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesatu, betapa besar atau 
betapa kecilnya kumpulan itu.  
3. Sebab-Sebab Kepemilikan  
Beberapa cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam: 
a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang 
atau lembaga hukum lainya, yang dalam Islam disebut sebagai harta 
mubah.  
b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu 
lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, ijarah dan wakaf
30
. 
c. Melalui sebuah perizinan untuk mengkonsumsi barang atau 
menggunakanya seperti izin untuk memakan buah-buahan, 
mengendarai mobil seseorang dan lain-lainya. 
d. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari 
ahli waris yang telah wafat.  
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e. Melalui kesepekatan seseorang yang memberikan wasiat kepada 
orang ain untuk mengambil nilai dari suatu manfaat. 
4. Akibat Hukum Suatu Hak 
a. Menyangkut penggunaan hak Ulama fikih berpendapat, bahwa hak 
itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. 
Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, 
apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik 
perseorangan maupun masyarakat, baik di sengaja ataupun tidak 
sengaja. Selain itu pemilik hak pun tidak diperbolehkan 
menggunakan haknya secara mubazir. 
Jika pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh 
kemaslahatan pribadinya, tetapi akibatnya menimbulkan 
kemudaratan lebih besar kepada pihak lain, atau kemaslahatan itu 
sebanding dengan kemudaratan yang ditimbulkan, baik 
kemudaratan itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak 
pribadi, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram juga akan 
memberikan kemudaratan bagi orang lain, maka tindakan itu harus 
dicegah.  
b. Menyangkut pemeliharaan hak bahwa syari’at Islam telah 
menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau 
menjaga haknya dari segala bentuk kewenangan orang lain. Apakah 
yang menyangkut hak-hak kepidanaan atau hak-hak keperdataan. 


































c. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak para pemlik hak harus 
melaksanakan haknya itu dengan cara yang disyari’atan. Dalam 
kaitanya dengan persoalan manusia, penunainya dilakukan dengan 
cara mengambilnya atau membayarnya kepada orang yang berhak 
menerimanya (pemilik hak), yang terpenting dalam hal ini adalah 
sifat keadilan dalam pengembalian hak, sehingga masing-masing 
pihak tidak ada yang dirugikan.  
 
D. Konsep Hak Milik 
Dalam asas-asas hukum muamalat, terdapat dua macam milik, yaitu 
milik sempurna dan milik tidak sempurna.
31
 
1. Milik sempurna, ciri-ciri milik sempurna adalah; 
a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. 
b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan 
melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai 
dengan keinginanya.  
2. Milik tidak sempurna, milik tidak sempurna ada tiga macam: 
a. Milik atas zat benda saja, tanpa manfaatnya milik seperti ini terjadi 
apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang 
manfaatnya adalah milik orang lain. Contohnya seperti, 
menyewakan rumahnya pada orang lain. 
                                                          
31
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 2004),  48. 


































b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam 
perorangan. Dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat 
perorangan karena yang menjadi titik berat tujuanya adalah orang 
yang berkepentingn, bukan benda yang diambil manfaatnya. 
c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaanya, yaitu yang 
disebut dengan hak-hak kebendaan, tanpa memperhatikan factor 
orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tak tersebut, selagi 
ada hubungan kepentingan tersebut.  
Konsep hak milik sendiri juga menjelaskan bahwasanya, semua 
yang ada di muka bumi adalah milik Allah Swt, Allah swt adalah 
pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Manusia 
dengan kepemilikanya adalah pemegang amanah dan khalifah. Semua 
kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah, manusia memilikinya 
hanya sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian 
dari Allah.  
Di dalam penjelasan yang penulis paparkan diatas timbulah suatu 
permasalahan yang dialami pihak terkait dari penulis. Dimana dari 
melakukan suatu praktik jual beli sepetak tanah pemakaman yang 
dibebankan biaya sangat besar tidak adanya perpindahan hak milik atau 
kepemilikan dari sepetak tanah pemakaman. Dalam kepemilikan 
menurut fikih muamalah salah satunya masuk pada milk al Tam, yaitu 
suatu pemilikan yang meliputi benda-benda dan mafaat sekaligus, 


































artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaanya dapat dikuasai. Hal ini 
bisa diperoleh dari suatu jual beli.  Namun fakta di masyarakatnya, dari 
biaya yang dibebankan menurut aturan persyaratan tidak adanya 
pemindahan hak milik atau suatu kepemilikan. 
 
  



































PRAKTIK “JUAL BELI”  SEPETAK TANAH PEMAKAMAN UMUM DI 
SINDUADI SLEMAN YOGYAKARTA 
 
A. Gambaran Umum TPU Sinduadi Sleman Yogyakarta 
Tempat Pemakaman Umum Sinduadi Sleman Yogyakarta ini adalah  
tempat pemakaman umum milik desa daerah Sinduadi yang lokasinya berada 
di Jalan Kutu Tegal RT/RW 09/10 Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi 
Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta. TPU Sinduadi adalah tempat 
pemakaman umum yang dimiliki umum dalam arti milik warga setempat 
yang khusus diperuntukkan untuk jenazah setempat dengan katagori umum.  
Luas Tempat Pemakaman Umum ini sebesar 1,5 Ha yang kesemuanya 
diperuntukkan untuk umum yang berdomisili di sekitar pemakaman tersebut. 
Tempat Pemakaman Umum Sinduadi ini dibawah pengawasan pengurus 
makam yang mana pengurus tersebut sudah dibentuk dengan bagian masing-
masing, dengan demikian dalam segala hal yang menyangkut tentang tata 
kelola pemakaman sinduadi berada dalam pengawasan pengurus
1
.  
Disamping TPU Sinduadi ini terdapat beberapa Tempat Pemakaman 
Umum lainya yang tidak jauh dari TPU Sinduadi ini, yaitu
2
:  
1. TPU Kutu Patran 
2. TPU Mranggen Tegal 
3. TPU Jombor Kidul 
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Sedangkan karena letak TPU Sinduadi yang berada di Kelurahan 
Mlati Kecamatan Sinduadi. Maka penulis juga memberikan penjelasan 
tentang keadaan-keadaan di sekitarnya.  
1. Keadaan Demografis Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi Kota 
Yogyakarta 
Wilayah Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi merupakan salah 
satu kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman di Kota Yogyakarta 
dengan jarak tempuh ke pusat kota Yogyakarta dengan jarak  ±5 Km.  
Selain itu Kecamatan Sinduadi memiliki 3 Tempat Pemakaman 
Umum lainya yang dikelola oleh pengurus setempat yaitu, TPU Kutu 
Patran, TPU Mranggen Tegal yang mana ini tidak jauh dengan TPU 
Sinduadi, dan yang terakhir adalah TPU Jombor Kidul
3
. 
2. Keadaan Geografis Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi Kota 
Yogyakarta 
Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi ini berada di RT 09 RW 10 
Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta. Dan penulis akan menjabarkan 
keadaan geografis seperti keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan 









 H. Sugeng, Wawancara Yogyakarta, 17 November 2019. 


































a. Keadaan Sosial 
Kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Mlati Kecamatan 
Sinduadi ini cukup baik, Di daerah sekitar TPU Sinduadi 
kebanyakan warganya bermata pencaharian beragam, seperti : 
Pedagang, Buruh, Supir, Guru, PNS, Wirausaha dan lainya. Menurut 
wawancara penulis dengan narasumber kami Bapak Tri
5
 selaku 
Ketua RT, menjelaskan bahwa warga sana hampir rata-rata adalah 
pendatang, namun tidak dipungkiri juga hampir juga ada yang sudah 
lama atau warga asli di sana. Beliau menjelaskan bahwa warga 
pendatang berasal dari Wonosari, Magelang, Jawa Barat dan lainya, 
mereka datang untuk mengadu nasib di Kota Yogyakarta.  
Pendidikan mayoritas warga disekitar TPU Sinduadi adalah 
berpendidikan tamatan SMP dan SMA namun tidak dipungkiri juga 
ada yang tamatan Strata D3 dan S1. Masyarakat disana tergolong 
cukup agamis dilihat dari sering diadakanya pengajian ibu-ibu, 
bapak-bapak dan ada pengajian khusus anak-anak yang di adakan di 
beberapa masjid atau musholla. Menurut Bapak H. Sugeng
6
 yang 
juga warga sekitar TPU Sinduadi mengatakan tingkat gotong royong 
warga sekitar juga sangat tinggi hal ini dapat di ketahui apabila ada 
yang sedang acara pernikahan atau sunatan warga sekitar ikut 
membantu warga lainya sehingga menimbulkan kedekatan 
emosional antar warga, bahkan suatu ketika ada warga yang 
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 Tri Lasmono, Wawancara Yogyakarta, 17 November 2019. 
6
 H. Sugeng, Wawancara Yogyakarta, 17 November 2019. 


































meninggal di malam hari mereka rela membantu untuk 
mengebumikan jenazah tersebut. Akan tetapi ada beberapa warga 
juga yang terkadang acuh dan jarang untuk bersosialisasi antar warga 
namun itu semua tertutup dengan banyaknya warga yang saling 
bersosialisasi antar warga.  
b. Keadaan Ekonomi 
Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Mlati Kecamatan 
Sinduadi bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tiap-
tiap hari keluarga yang memiliki fasilitas dalam memenuhi 
kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan untuk 
ditempati. Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
masyarakat Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi yang terdiri dari 
macam sektor pekerjaan ini sesuai dengan bakat dan keahlianya, 
seperti berdagang, buruh, tukang kayu, guru dan lain sebagainya.  
Dari penjabaran di atas penulis menyimpulkan bahwa 
masyarakat Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi ini walaupun 
berprofresi sebagai pedagang, buruh ataupun tukang kayu mereka 
cukup untuk memenuhi kebutuhanya hal ini penulis lihat dengan 
tercukupnya kehidupan sehari-harinya. Dan penulis melihat bahwa 
untuk ukuran ekonomi warga Kelurahan Mlati Kecamatan Sleman 
ini mulai dari ekonomi biasa hingga tergolong ekonomi 
berkecukupan.  


































c. Keadaan Pendidikan 
Keadaan sosial pendidikan di wilayah Kelurahan Mlati 
Kecamatan Sinduadi ini terlihat cukup baik. Hal ini terlihat dari 
wawancara penulis dengan narasumber Pak Tri selaku ketua RT, 
beliau menjelaskan bahwa warga setempat pernah merasakan dunia 
pendidikan.  
Dari wawancara penulis dengan narasumber selaku ketua RT 
dapat disimpulkan bahwa warga Kelurahan Mlati Kecamatan 
Sinduadi ini adalah orang yang pernah merasakan dunia pendidikan. 
Walaupun ada beberapa warga hanya tamatan SMP ataupun tamatan 
SMA, dan tidak jarang juga warga yang berpendidikan dengan 
tamatan Strata D3 ataupun tamatan S1.  
d. Keadaan Agama 
Mayoritas masyarakat Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi 
adalah beragama Islam, tetapi ada juga beberapa yang beragama 
Kristen, Hindu dan Budha. Hal ini menunjukan bahwa agama Islam 
yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang 
dilatar belakangi ajaran Islam sangat menonjol dalam kegiatan 
kemasyarakatan. Meskipun dengan agama yang dianut berbeda-beda 
hubungan masyarakat Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi ini tetap 
terjalin dengan baik.  


































Di wilayah Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi ini juga 
terdapat Masjid Ar-Raudhah yang tidak jauh dari TPU Sinduadi 
yang mana di Masjid inilah seringkali diadakan acara pengajian dan 
untuk anak-anak belajar mengaji. Tidak jauh dari acara pengajian 
yang beragama Islam, warga dengan agama lain pun juga memiliki 
komunitas sesame agama yang biasanya jika ada acara mereka 
melakukan di rumah dengan bergantian. Walaupun dengan 
berbedanya agama di Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi tidak 
mengubah sikap gotong royong dan saling peduli terhadap warga.  
 
B. Susunan Pengurus Makam di TPU Sinduadi, Sleman Yogyakarta 
Susunan pengurus pengelola makam dan pemakaman dimakam 
Sinduadi, Sleman Periode 2017-2022: 
1. Ketua dan Wakil : Bapak H. Sugeng dan Bapak H. Muridi 
2. Sekretaris : Bapak Drs. Muryanto dan Bapak Agung Budi Wibowo 
3. Bendahara : Bapak Purwanto dan Supanto 
4. Rois : Bapak H. Tri Atmojo 
5. Juru Kunci : Bapak Wardi Utomo dan Bapak H. Muji Hartono 
6. Pembangunan : Bapak H. Sunjoto Gutomo dan Bapak Wahono 
7. Perlengkapan : Bapak Suhardi, Bapak Wardoyo dan Bapak Pranowo 
8. Humas : Bapak Nugroho dan Bapak Moh. Anjar 
9. Transportasi : Bapak Nugroho Budi dan Bapak Agus Suyanto 


































10. Rukti Loyo : Bapak H. Fairus Ahmad, Bapak Wiji Raharjo, Ibu Hj Astuti 
dan Ibu Yuni 
 
C. Gambaran Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Umum Sinduadi  
Pelaksanaan praktik jual beli tanah pemakaman umum Sinduadi 
Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi, yang diperoleh hasil penelitian dari 
penulis antara lain: 
1. Lokasi dan Praktik Jual Beli TPU Sinudadi 
Lokasi Tempat Pemakaman Umum Sinduadi ini berada di Jalan 
Kutu Tegal RT 09 RW 10 Kelurahan Mlati Kecamatan Sinduadi 
Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta. TPU Sinduadi ini dibawah 
pengawasan oleh pengurus makam setempat yang telah dibentuk 
sediakala. Makam dengan luas 1,5 Ha  adalah tempat pemakaman umum 
bagi warga yang sudah meninggal dengan agama selain Islam bisa di 
makamkan di TPU Sinduadi. TPU Sinduadi ini letaknya berada di 
tengah-tengah rumah warga Kecamatan Sinduadi dan tidak jauh dari 
TPU Sinudadi ini ada beberapa pemakaman lainya.  
Menurut wawancara penulis dengan narasumber Bapak Tri 
Muryani
7
 selaku pengurus makam di TPU Sinduadi, pemakaman ini 
dahulunya adalah rawa-rawa yang kemudian oleh warga sepakat 
dijadikan tempat pemakaman umum. TPU Sinduadi ini selalu berganti 
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 Tri Muryani, Wawancara Yogyakarta, 17 November 2019.  


































kepengurusan tiap 3kali periode, dimana setiap ada data yang berbeda 
selalu di komunikasikan antar pengurus. Bapak Tri Muryani mengatakan 
bahwasanya, di TPU Sinduadi ini terdapat dua keranda jenazah dan satu 
kereta dorong jenazah lengkap dengan payungnya. Semua itu fasilitas 
umum yang diperuntukan jenazah di TPU Sinduadi.  
TPU Sinduadi ini yang sudah cukup lama dengan luas 1,5 Ha 
sering kali digunakan untuk mengebumikan warga setempat dengan 
agama yang berbeda. Sebelum lengkapnya kepengurusan pemakaman 
seperti sekarang ini, dahulunya tidak ada ketentuan atau peraturan yang 
mengatur bukan warga setempat tidak boleh di makamkan di TPU 
Sinduadi. Masyarakat pun beranggapan bahwa, ketika ada sanak saudara 
yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sinduadi dan ada saudara 
atau kerabat yang bertempat tinggal diluar Kecamatan Sinduadi bisa di 
makamkan di TPU Sinduadi dengan anggapan agar tidak jauh dari rumah 
saudara atau kerabat yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mlati.  
Namun dengan seiring waktu dan perubahan zaman hingga 
membludaknya jenazah di TPU Sinduadi ini mengakibatkan lahan 
dengan luas 1,5 Ha terasa sempit dan penuh. Jika dilihat dari angka 
kematian menurut Bapak Tri Muryani
8
 selaku pengurus TPU Sinduadi 
banyak jenazah yang dulunya bukan berdomisili warga setempat ikut di 
kebumikan di TPU Sinduadi ini. Dengan berkacanya masalah seperti itu 
maka Bapak Tri Muryani dan beberapa pengurus lainya mengeluarkan 
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 Ibid. 


































sebuah aturan atau ketentuan untuk TPU Sinduadi ini. Dimana aturan 
tersebut di keluarkan pada awal bulan Februari 2017 yang kemudian di 
sahkan oleh ketua pemakaman, bapak H. Sugeng
9
. Dan aturan 
persyaratan di TPU Sinduadi tersebut adalah:
10
 
a. Warga Kutu Tegal yang lahir di Kutu Tegal, ber-KTP/ber-Kartu 
Keluarga dan bertempat tinggal/berdomisili di Kutu Tegal (warga 
pribumi) dan warga Kutu Tegal bapak-bapak/ibu-ibu yang statusnya 
mengikut suami ataupun mengikuti isri 
b. Warga Kutu Tegal yang lahir di Kutu Tegal, ber-KTP/ber-Kartu 
Keluarga Kutu Tegal tetapi tidak bertempat tinggal/berdomisili di 
Kutu Tegal 
c. Warga Kutu Tegal yang lahir di Kutu Tegal, bertempat 
tinggal/berdomisili di Kutu Tegal tetapi tidak ber-KTP/ber-Kartu 
Keluarga Kutu Tegal dengan alas an menempuh pendidikan atau 
pengurusan hak milih tanah diluar Kutu Tegal. 
d. Warga Kutu Tegal yang lahir tidak di Kutu Tegal, ber-KTP/ber-
Kartu Keluarga Kutu Tegal dan bertempat tinggal/domisili di Kutu 
Tegal minimal 10 tahun berturut-turut dibuktikan dengan KTP/Kartu 
keluarga ataupun bukti lain (warga pendatang). 
e. Warga Kutu Tegal yang lahir di Kutu Tegal tetapi tidak ber-KTP/ber 
Kartu Keluarga Kutu Tegal dan tidak bertempat tinggal/berdomisili 
di Kutu Tegal 
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 H. Sugeng, Wawancara Yogyakarta 18 November 2019. 
10
 Data atau Peraturan TPU Sinduadi, Wawancara Yogyakarta, 18 November 2019. 


































f. Warga yang tidak lahir di Kutu Tegal (warga pendatang) tidak ber-
KTP/ber-Kartu Keluarga Kutu Tegal tapi masih ada hubungan 
keluarga (orang tua/mertua) dikenai biaya sebesar Rp. 20.000.000 
(Dua puluh juta rupiah) dibayar dimuka 
g. Warga yang lahir tidak di Kutu Tegal, tidak ber-KTP/ber-Keluarga 
Kutu Tegal tetapi masih ada hubungan keluarga (diluar orang 
tua/mertua) dikenai biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
dibayar dimuka 
h. Warga Patran Tegal yang lahir di Patran Tegal (Pribumi) 
berdomisili/bertempat tinggal dan ber-KTP/ber-Kartu Keluarga 
Patran Tegal yang masih mempunyai hubungan ahli waris dari orang 
tua (cikal bakal) yang dimakamkan di makam Kutu Tegal.  
Aturan tersebut dibuat dan telah di sahkan oleh bapak H. Sugeng 
selaku ketua pengurus TPU Sinduadi pada awal bulan Februari 2017 juga 
di saksikan oleh pengurus makam lainya. Aturan tersebut dibuat untuk 
mengantisipasi warga yang bukan berdomisili setempat atau yang tidak 
memenuhi kriteria di atas tidak bisa di makamkan di TPU Sinduadi. 
Aturan tersebut juga di buat untuk membatasi area lahan pemakaman 
karena di area TPU Sinduadi dengan luas ±3,5 Ha sudah penuh dan 
membludak.  
Hal ini juga dapat dilihat area lahan TPU Sinduadi penuh dan 
membludak dengan diterapkanya sistim tumpang dua orang jenazah atau 
lebih pada satu lahan yang masih memiliki hubungan kerabat dekat. 


































Pengurus makam TPU Sinduadi juga mengatakan
11
 akan berusaha 
memperluas area pemakaman, namun sampai saat ini masih sulit karena 
terbatasnya lahan di area sekitar. Jadi untuk mengantisipasi hal tesebut 
pengurus makam mengeluarkan aturan-aturan seperti diatas dan 
diberlakukan sistim tumpang dua orang jenazah.  
Setelah aturan-aturan pemakaman di keluarkan tidak banyak 
masyarakat yang tau terkait aturan tersebut. Hanya beberapa warga yang 
mengetahui aturan tersebut. Menurut bapak kris
12
 selaku warga setempat 
beliau sangat berkeberatan tentang aturan pemakaman yang telah dibuat, 
karena dapat menyusahkan pihak keluarga orang yang sedang berduka. 
Beliau mengatakan tidak banyak warga disini yang bukan domisili 
Kecamatan Sinduadi jika suatu keadaan meninggal namun sudah 
memiliki rumah di sekitar Kecamatan Sinduadi apakah tidak 
memberatkan pihak keluarga?. Warga yang mendengar aturan-aturan 
pemakaman tersebut ada yang bersikap tak peduli, adapula yang bersikap 
setuju dengan aturan yang sudah di berlakukan. Beberapa warga yang 
setuju dengan aturan pemakaman tersebut mengatakan, aturan yang di 
keluarkan tersebut harus tetap dijaga dan dipatuhi guna untuk 
memberikan efek jera agar tidak dilanggar karena melihat sempitnya 
lahan pemakaman.  
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 Muridi, Wawancara Yogyakarta, 18 November 2019. 
12
 Kris, Wawancara Yogyakarta 20 November 2019. 


































Aturan persyaratan pemakaman TPU Sinduadi yang sudah 
dikeluarkan ini, masyakarat dihimbau agar tidak serta merta 
memakamkan pihak keluarga atau warganya yang belum memenuhi 
persyaratan seperti pada diatas yang sudah penulis lampirkan. Jika ada 
salah satu aturan persyaratan yang tidak memenuhi maka pihak pengurus 
pemakaman TPU Sinduadi ini akan memberlakukan aturan yang tertera 
pada nomor 6 dan 7, dimana di dalam aturan tersebut dikenakan biaya 
sebesar Rp. 20.000.000 sampai dengan 50.000.000 tergantung dengan 
persyaratan yang tercantum.  
Dari yang sudah dipaparkan diatas, pihak keluarga penulis yang 
memakamkan salah satu keluarganya  di TPU Sinduadi mendapatkan 
aturan persyaratan yang tidak masuk dalam katagori  pemakaman TPU 
Sinduadi. Dimana, ayah dan keluarga dari penulis ini belum berdomisili 
di daerah Sinduadi, Namun sudah memiliki rumah yang ditempati cukup 
lama. Jika berkaca dari aturan persyaratan pemakaman Sinduadi ini 
seharusnya pengurus TPU Sinduadi bisa memberikan keringanan atau 
dispensasi terhadap keluarga penulis disamping juga sudah memiliki 
rumah yang kurang lebih cukup lama di tempati di daerah Sinduadi ini.  
2. Status Kepemilikan Tanah Kuburan  
 
Dari aturan yang sudah disahkan oleh ketua pemakaman umum 
Sinduadi menyisahkan pertanyaan bagi warga yang tidak setuju dengan 
aturan yang sudah di keluarkan. Mereka beranggapan akan menyusahkan 


































pihak keluarga bukan domisili Sinduadi untuk membayar denda sebesar 
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Aturan tersebut di keluarkan 
dan di sahkan oleh pihak pengurus pemakaman guna masyarakat 
mengerti bahwasanya Tempat Pemakaman Umum Sinduadi tersebut 
telah minim lahan.  
Sebelum minimnya lahan di TPU Sinduadi  tidak pernah ada 
aturan tata tertib yang mengatur di TPU Sinduadi. Warga bebas 
memakamkan pihak keluarga siapapun itu tanpa melihat berdomisili 
mana pihak tersebut, Dan disamping belum adanya aturan tersebut juga 
tidak ada pengurus yang mengatur dan mengurusi area pemakaman. 
Beberapa warga mengatakan, lebih suka dengan sistem atau tidak adanya 
aturan yang dulu artinya tidak ada yang mengatur dan tidak adanya 
aturan persyaratan yang mengatur di TPU Sinduadi.  
Tidak ada perbedaan di TPU Sinduadi baik dengan adanya aturan 
yang mengatur dan tidak adanya aturan seperti sekarang ini. Fasilitas 
yang diberikan sama persis seperti dulu, yang membedakan hanya saja 
sekarang lebih di perbarui untuk area pemakaman. Area pemakaman 
tersebut di perbarui berasal dari dana warga yang membayar sebesar Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Jenazah yang sudah di makamkan di 
area TPU Sinduadi tidak mendapat fasilitas pembeda dengan di 
bebankanya biaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 
Tempat lahan pemakaman pun hanya diberikan maksimal 2,50 x 1,50 m 
dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.  


































Proses dari dibebankanya biaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah) berasal dari warga yang mempunyai rumah di daerah 
Sinduadi ingin memakamkan suaminya yang telah meninggal ke TPU 
Sinduadi, dengan catatan pihak keluarga belum berdomisili di daerah 
Sinduadi namun sudah memiliki tempat tinggal di daerah Sinduadi. Ibu 
Sri Winarni selaku pihak kelurga
13
 yang suaminya meninggal 
menuturkan sebelumnya memang sudah di tawarkan pengurus makam 
untuk memakamkan alm suaminya ke tempat pemakaman lain yang tidak 
jauh dengan TPU Sinduadi dengan biaya yang tidak besar seperti biaya 
yang di bebankan di TPU Sinduadi. Namun Ibu Sri tidak setuju karena 
ibu dan bapak dari ibu Sri Winarni beseta nenek moyang sudah di 
makamkan di TPU Sinduadi sebelum adanya aturan tersebut. Ibu Sri 
menuturkan juga, apakah tidak ada dispensasi yang diberikan kepada 
pengurus makam terhadap pihak keluarga Ibu Sri disamping beliau sudah 
mempunyai tempat tinggal di daerah Sinduadi dan sudah ada keluarga 
yang terlebih dahulu di makamkan di pemakaan tersebut.  
Kepemilikan dari sepetak tanah dengan biaya yang di bebankan 
sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) juga tidak ada 
pembedanya. Dengan luas maksimal 2,50 x 1,50 m warga lain bisa 
menumpuk jenazah lainya dengan kurun waktu 5 tahun sejak proses 
penguburan. Salah satu pengurus pemakaman Sinduadi, Bapak Budi
14
  
mengatakan tidak ada kepemilikan atau hak milik terhadap sepetak tanah 
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 Sri Winarni, Wawancara Yogyakarta10 Januari 2020. 
14
 Budi, Wawancara Yogyakarta 10 Januari 2020. 


































dengan biaya minimal pemakaman ataupun biaya yang dibebankan 
terhadap aturan yang tercantum di persyaratan pemakaman Sinduadi.  
Jadi dari proses transaksi jual beli sepetak tanah di TPU Sinduadi 
ini dengan luas sepetak tanah pada umumnya dibebankan pada keluarga 
yang memakamkan di area TPU Sindudi dengan biaya sebesar Rp. 
50.000.000.000, biaya tersebut berasal dari aturan persyaratan tata tertib 
yang dibuat oleh pengurus makam setempat dengan keterangan jenazah 
yang sudah dimakamkan beserta keluarga yang ditinggalkan belum 
berdomisili di Sinduadi, namun sudah memiliki rumah yang ditempati 
cukup lama. Dengan biaya yang dibebankan tidak adanya pemindahan 
hak milik atas sepetak tanah tersebut, sepetak tanah tersebut bahkan bisa 
ditumpuk dengan warga lain ketika makam penuh dengan kurun waktu 
jenazah sudah 5 tahun sejak penguburan. 
 
  



































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK “JUAL BELI” 
TANAH PEMAKAMAN UMUM DI SINDUADI SLEMAN YOGJAKARTA 
 
A. Analisis Praktik “Jual Beli” di TPU Sinduadi, Sleman Yogyakarta  
Praktik “Jual Beli” yang terjadi di TPU Sinduadi, Sleman, Yogyakarta 
ini berawal dari suatu aturan persyaratan yang diberikan pengurus 
pemakaman untuk warga atau masyarakat Sinduadi yang ingin memakamkan 
keluarganya di TPU Sinduadi. Sebelum adanya aturan persyaratan yang 
sudah dibuat pengurus, dahulunya tidak seperti ini warga atau masyarakat 
bebas memakamkan keluarganya yang telah meninggal di TPU Sinduadi ini 
tanpa melihat berasal dari mana domisilinya.  
Dengan telah dibentuknya suatu kepengurusan beserta aturan yang 
sudah dibuat dan disahkan TPU Sinduadi sekarang menjadi tertib. Warga atau 
masyarakat Sinduadi jadi lebih bisa berfikir untuk kedepanya terkait baik 
buruk mengenai area TPU Sinduadi yang saat ini telah minim lahan. 
Pengurus pemakaman hanya berkaca dibuat aturan untuk membatasi hanya 
warga atau masyarakat asli yang bisa dimakamkan di TPU Sinduadi.  
Tidak jauh dari area TPU Sinduadi terdapat Tempat Pemakaman 
Umum (TPU) lainya dengan memiliki kewenangan yang berbeda. Lahan 
yang ada di TPU Sinduadi ini seluas 1,5 Ha dengan memiliki beberapa 
fasilitas seperti, kereta dorong untuk jenazah, payung dan perlengkapan 
lainya yang disediakan di TPU Sinduadi.  


































Praktik “jual beli”  yang terjadi di TPU Sinduadi adalah berawal dari 
adanya suatu aturan persyaratan yang diberikan oleh pengurus pemakaman. 
Dengan salah satu aturan persyaratanya yaitu, yang boleh dimakamkan di 
area TPU Sinduadi adalah warga atau masyarakat asli Sinduadi, Jika tetap 
ingin dimakamkan di area tersebut maka harus kembali kepada aturan 
persyaratan yaitu dengan membayar biaya sebesar Rp. 50.000.000 yang 
diserahkan kepada pengurus makam.  
Warga atau masyarakat yang mengetahui terkait aturan yang dibuat 
oleh pengurus makam ada yang menanggapi dengan baik, ada yang 
menanggapi dengan acuh dan ada yang menanggapi dengan sikap tidak setuju 
karena di khawatirkan akan membebankan pihak keluarga atau ahli waris 
dengan membayar biaya yang sangat besar. Masyarakat juga beranggapan 
dari biaya yang sangat besar tersebut seperti transaksi jual beli tanah. 
Pengurus pemakaman TPU Sinduadi sendiri tidak membenarkan adanya 
transaksi atau praktik jual beli sepetak tanah, karena ini adalah suatu aturan 
yang dibuat agar masyarakat membatasi area pemakaman hanya untuk warga 
atau masyarakat asli Sinduadi.  
Jika ditelaah dari yang penulis paparkan diatas, maka timbul 
pemikiran bahwasanya jual beli adalah suatu poses tukar menukar sesuatu 
dengan sesuatu baik meliputi uang,benda dan lainya yang mengakibatkan 
perpindahan suatu hak milik. Seperti yang dijelaskan oleh syari’at Islam 
bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau 
memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Maka dapat 


































ditarik kesimpulan, jual beli merupukan pertukaran harta atau benda antara 
dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan.  
Terdapat rukun dan syarat dari jual beli yang sudah di tetapkan di 
dalam hukum Islam yang diartikan sebagai hukum atau aturan yang 
berdasarkan nilai-nilai atau kaidah dalam agama Islam. Rukun dari jual beli 
secara sederhana adalah akad (ijab dan kabul), orang-orang yang berakad 
(penjual dan pembeli) dan objek akad. Dari rukun jual beli diatas tersebut 
harus terpenuhi di dalam jual beli, harus ada akad atau kesepakatan antara 
kedua belah pihak, harus ada orang yang berakad baik dari pihak penjual dan 
pembeli dan objek akad harus jelas, jika yang diperjualkan benda bersifat cair 
maka harus jelas jumlahnya berapa liter, kuantitasnya, dan lainya.  
Syarat dari jual beli sendiri meliputi, syarat bagi orang yang berakad 
harus berakal bukan dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal. Dan 
orang yang berakad ittu harus orang yang berbeda, maksudnya seseorang 
tidak bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang 
bersamaan. Jadi antara rukun dan syarat dalam hal jual beli harus terpenuhi 
keduanya ketika bertransaksi jual beli.  
Praktik “jual beli” yang diteliti penulis ini bukan murni dari praktik 
jual beli seperti penjual menjualkan tanah kepada pembeli lalu melakukan 
suatu akad dan memberikan objek bendanya. Tetapi dari anggapan 
masyarakat atau warga dengan di bebankanya biaya sebesar Rp. 50.000.000 


































tersebut. Untuk rukun dan syarat sendiri dari segi teknis sesuai dngan objek 
rukun, tetapi pada pelaksanaanya tidak seperti yang diberikan. Jadi dari 
praktik “jual beli” disini terdapat adanya unsur gharar atau ketidakjelasan 
antara pihak pengurus makam dengan pihak ahli waris yang membeli sepetak 
tanah.  
B. Analisis Status Hak Milik Terhadap Praktik Jual Beli Tanah 
Pemakaman Umum 
 
Secara etimologis, kata milik berasl dari bahasa Arab al-milk yang 
berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al Milk juga berarti sesuatu yang 
dimilikiki. Milik merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu yang diakui 
oleh syara’ yang menjadikanya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta 
itu, kecuali adanya halangan (kendala) syara’. Menurut Taqiyuddin an-
Nabhani ada tiga macam hak milik yakni yang pertama, hak milik individu 
(al malikiyah al-fardiy>ah), kedua hak milik umum (al milikiyah al-amanah) 
dan ketiga hak milik Negara (al milikiyah daulah).
1
 Kata milik dalam 
Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab
2
 
menurut Ibnu Taimiyah, penggunaan hak milik itu dimungkinkan sejauh tidak 
bertentangan dengan suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikanya 
mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat 
melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara’.  
                                                          
1
 Taqiyuddin an-Nabhani, Peraturan Hidup Dalam Islam, Terj. Abu Amin (Bogor: Pustaka 
Tariqul Izzah, 2003), 163.  
2
 Nasrur Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31. 






































1. Milk al ‘ain atau disebut pula milk al raqabah yaitu memiliki semua 
benda, baik benda tetap maupun benda-benda yang dapat dipindahkan 
seperti pada pemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor.  
2. Milk al-manfa’ah yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaat-
manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf 
dan lainya.  
3. Milk al dayn yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah 
uang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang 
dirusakan. Utang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.  
Sedangkan milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis 
besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
4
 
1. Milk tam, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya 
sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaanya dapat 
dikuasai. Pemilikan tam bisa diperoleh dengn banyak cara, jual beli 
misalnya.  
2. Milk naqis}ah, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda 
tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki 
manfaat (kegunaanya) saja tanpa memiliki zatnya.  
                                                          
3
 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: RajawaliPress, 2011), 40. 
4
 Ibid., 42. 


































Dalam permasalahan jual beli sepetak tanah pemakaman di TPU 
Sinduadi ini berkaitan dengan hak milik atau kepemilikan atas sepetak tanah 
yang telah digunakan untuk memakamkan jenazah. Dalam pemaparan diatas 
dikatakan jual beli sepetak tanah ini masuk pada Milk al ‘ain yaitu 
kepemilikan yang memiliki semua benda, baik benda tetap ataupun benda 
yang dipindahkan. Dimana setelah dilakukanya akad jual beli yang sudah 
berlangsung, maka akan berpindah juga kepemilikan dari sepetak tanah 
tersebut. Namun fakta di masyarakat yang sudah terjadi saat ini kepemilikan 
tersebut tidak berpindah kepada pembeli atau ahli waris terhadap sepetak 
tanah makamnya. 
Pengurus TPU Sinduadi juga menjelaskan bahwasanya ada makam 
lain di daerah yang lokasinya tidak jauh dari TPU Sinduadi seperti, TPU Kutu 
Patran, TPU Mranggen Tegal dan TPU Jombor Kidul. Dibuatnya aturan 
persyaratan tata tertib TPU Sinduadi ini karena lahan di area pemakaman 
sudah sempit dan tidak ada kemungkinan untuk perlebaran di area tersebut. 
Salah satu aturan yang memberatkan masyarakat yang tidak berdomisili 
Sinduadi adalah, dibebankanya biaya yang sangat besar mulai dari Rp. 
20.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000. Tidak ada perbedaan fasilitas atau 
area yang diberikan kepada ahli waris yang tidak berdomisili Sinduadi semua 
yang diberikan sama seperti masyarakat lain yang berdomisili Sinduadi. 
Dengan dibebankanya biaya yang sangat besar tersebut juga tidak ada 
perbedaan dari ukuran sepetak tanah. Ukuran yang diberikan sama dengan 
ukuran pada pemakaman seperti biasanya, dari segi kepemilikan sendiri pihak 


































pengurus pemakaman mengatakan tidak adanya perpindahan hak kepemilikan 
dari sepetak tanah dengan biaya besar tersebut.  
C. Analisis ‘Urf  dan Adat IstiadatTerhadap Kepemilikan Sepetak Tanah di 
TPU Sinduadi, Sleman, Yogyakarta  
‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 
kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Oleh sebagian ulama ushul fikih, ‘urf  disebut adat (adat kebiasaan), 
sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan 
adat (adat kebiasaan).  
Menurut ahli fikih, ‘urf  ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh 
manusia dan mereka menjadikanya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, 
perbuatan ataupun sikap yang meninggalkan sesuatu. Atau biasa disebut 
juga dengan adat kebiasaan
5
. 
Sebagian Ushuliy>in, seperti Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam Syarh 
Kitab Al-Manar ‘Urf sama dengan adat istiadat tidak ada perbedaan antara 
keduanya, namun sebagian Ushuliy>in membedakan antara adat istiadat 
dengan ‘urf  dalam kedudukanya sebagai suatu dalil untuk menetapkan 
hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-
ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan ‘Urf  adalah kebiasaan 
mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan.  
 
                                                          
5
 Zarkasji Abdul Salam, Pengantar Ilmu Ushul Fiqih (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 
2000), 118. 


































Aturan persyaratan di TPU Sinduadi yang sudah dibuat oleh 
pengurus makam setempat merupakan suatu adat istiadat bagi warga atau 
masyarakat Sinduadi, yang mana dari aturan tersebut harus dijaga, 
dilestarikan dan ditaati. Dan aturan tersebut akan terus berlaku seterusnya di 
warga atau masyarakat Sindaudi. Aturan yang dibuat oleh pengurus makam 
tersebut menimbulkan suatu masalah terkait dengan kepemilikan untuk 
sepetak tanah yang dibebankan biaya mahal. Pengurus makam TPU Sinduadi 
juga sudah menjelaskan, tidak adanya perpindahan hak milik dari pihak satu 
ke pihak lainya. Sepetak tanah yang dibebankan biaya mahal tersebut akan 
bisa ditumpuk dengan jenazah lainya dengan kurun waktu sedikit lama 
mengingat lahan di area sudah sangat sempit.  
Maka dari aturan persyaratan di TPU Sinduadi tersebut tergolong 
dari adat istiadat yang terdapat di Sinduadi, Sleman Yogyakarta. Menurut 
ulama fiqih bahwasanya adat istiadat adalah sesuatu yang dikenang dan 
sudah melekat pada keaadan tersebut, dari sesuatu yang sudah melekat 
seperti aturan persyaratan di TPU Sinduadi ini masuk pada adat istiadat 













































Berdasarkan data-data yang sudah dijelaskan dan telah dianalisis, 
maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi 
jawaban masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Jual beli sepetak tanah pemakaman di TPU Sinduadi Sleman Kota 
Yogyakarta adalah jual beli sepetak tanah pemakaman yang digunakan 
untuk memakamkan salah satu warga Sindudi yang telah meninggal. 
Lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah adalah lahan 
pemakaman umum di Sinduadi yang sekarang ini dikelola oleh pengurus 
makam setempat. Namun salah satu warga yang sudah meninggal ini 
belum berdomisili di daerah Sinduadi, namun sudah memiliki rumah 
yang ditinggali cukup lama. Adanya aturan perysaratan tata tertib di 
TPU Sinduadi sehingga mengakibatkan ketidakadilan atau kerelaan 
terhadap salah satu warga yang memakamkan di TPU Sinduadi.  
2. Dilihat dari segi ketentuan-ketentuan dalam rukun dan syarat jual beli 
tidak adanya permasalahan. Semua rukun dan syarat yang penulis 
paparkan sesuai dengan proses jual beli sepetak tanah di TPU Sinduadi. 
Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu kepemilikan dari 


































sepetak tanah pemakaman yang ditempati jenazah, dengan sepetak 
tanah yang ditempati jenazah tersebut biaya yang yang dibebankan 
kepada keluarga sangatlah besar. Biaya yang telah dibebankan tersebut 
berasal dari aturan persyaratan tata tertib TPU Sinduadi yang mana 
aturan telah dibuat dan disahkan oleh pengurus makam setempat. 




1. Bagi pengurus TPU Sinduadi Sleman Yogyakarta agar lebih berhati-hati 
dan cermat ketika membuat segala aturan perysratan tata tertib. Aturan 
persyaratan tata tertib dibuat dan dilaksanakan guna untuk kebaikan 
bersama khususnya masyarakat atau warga Sinduadi karena minim dan 
sempitnya lahan area TPU Sinduadi. Namun ketika aturan tersebut 
melibatkan biaya yang sangat besar, khawatir akan menyusahkan dan 
membebankan terhadap pihak keluarga yang sedang kesusahan.  
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis 
mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kehidupan 
bermasyarakat karena masih banyak sekali transaksi dalam masyarakat 
yang belum sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam hukum Islam 
namun sudah dipraktikan di dalam kehidupan bermasyarakat.  
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